BAB 1

PENDAHULUAN

Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dan sistem
keungan setiap Negara.Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat
bagi pesmusahasn, badan-badan pemerintah d2o swasta, maupun peorangan
menyimpan dana-dananya.Melalui kegiatan perkredi®an dan berbagai jasa yang
diberikan, baok melayani kebutuhan pembiay2an serta melancarkan mekanisme
siskem pembayaran bagi semua sektor perekooomian.

Menurut G.M. Vetryn Siuart dalam bukunya “Bank Politik”, memberikan
pengenian, bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan
kebutuhan lwedit, batk dengan alat-atar pembayarannya sendiri atau dengan uang
yang diperoleh dari orang lain. maupun dengan jalan mempeiedarkan alat-alat
penukar bar berupa uang giral.'

Baak merupakan pernasok (supplierXan set@agian besar vang yang beredar,
yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran sehingga mekanisme
kebijaksanaan moneter dapat betjalan.Hal-bal tersebut menunjukkan bahwa bank,
baik bank sentral maupun bank umum merupakan suatu lembaga kcuangan yang
sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.Bank
umum amav bank komersial dalam kegiatannya dibina dan diawasi oleh bank
sentral, sedangkan bank sentral dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan

kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah.

'Thomas Suyawo, dkk, Kelembegaan, Gravoedis, Bandung, 1997, hat. 1.
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Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai pecantara pihak-pihak yang
mempunyai kelebihan dana (stwplus of funds) dengan pihak-pihak yang
kekurangan dan memerfukan dana (fack of f: seri jugz melayani kebutuhan
pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayacan bagi semua sekior
perckonomian masyarakat. Dengan kondist yarg demikian, owaks bank adalah
lembaga yang mengandaikan kepercayaan masyarakat.Guna tetap mengekallen
kepereayaan masyaralat terhadap bank, pemerindh harus berusaha melindungi
masyacakat dari tindakap lembaga alaupun okmim pegawai bank yang tidak
berkengeung jawab dan merusak sendi kepercayaan masya:alca!.2

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumes adalah tingleat kesadarao
masyarakat alan haknya masih rendah. Dalam rangle usaha melindungi
konsumen secara umum maka sckarang ini telah ada Undang-Undang yang
mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Undang-Undang te:sebut dimalsudkan untukmenjadi landasan hukumn yang
kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk
melakukan upaya pemberdayaan  konsumen.Undang-Undang tentang
perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi
pembangunan nasional bshwa pembangunan nasional termasuk pembangunan

hukum yang memberikan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada

*Muharmmad Bjumhana, Hukum Pabenisan d lndonesia, PT. Cis Aditya Bakti, Bandung, 2006,
hal. 337.
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falsafah Kenegerzen Republik Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila dao
Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanap jasa
bank, pelaku usaha jasa bank oleh karenanya dituntut untuk :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan jasa yang diberlmapya.

3. Meme:perlakukan atau melayani kensumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

4. Menjamin kegiatan usaha banknya berdasaskan kewentuan standar perhanlan
yang berlaku.

5. Dan sebagainya.

Dalam hal ini, yang ditnaksud dengan pengerwan koasumen adaiah para
nasabah bank antara lain nasabah yang berkedudulean sebagai walk in customer.
Usatuk itubank harus dapat memberikan periindungan hukum trbadap para
nasabahnya yang ditinjau dan Undang-Undacg No. 8§ tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Banyaknya bank yang tidak menjalankan usahanya seca schat hatus dapat
ditindak tegas oleh pemeantah dan kepentingan easyarakat sebagai nasabah tidak

dirugikan.Dengan demikian, diharaplan dengan semakin membaiknya pelayanan

3 jwws Sidabolok, Perlinduogen Koosumen di (ndodesia, PT. Citia Aditya Bakti, 2006, Bandung,
hal. 309,
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dan perlindungan bukum terthadap masyarakat sebagai nasabah hank maka dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

A. Pengertian dan Penegmsan Judul

Adapun Skripsi yang penulis ajukan ini berjudul *Perlindungan Hukum
Terhadap Nasabah Bank Ditinfau Dori Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen”.

Agar tidak menimbuikan penafsiran yang hecbeda terhadap judul di atas
maka selanjumaya perlu pula dibuat pengeitian dan penegasan judul sersebut secara
etimologi (kata per kam) yaitu :

I. Perlindungan Hukum adalah bagian dan bukum yang memuat asas<asss atau
kaidah yang mengator dan juga mengandung sifat yang melindungi
kepentingan hukum.

2. Nasabah Menurut :

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia :
» Orang yang biasa berhubungan dengsn atau menjadi pelanggen bank

(dalam hal keuangan).

» Orang yang menjadi tanggungan asuransi.
» Perbandingan, pertalian.

b. Kamus pesbankan mendefinisikan nasabab adalah orang asmau badan yang
mempunyai rekening simpanan amu pinjaman pada bank. Nasabah
merupakan orang yang biasa berhubungan dengan ateu menjadi pelanggan

bank.
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¢. Wikipedia aasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu ustuk
keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain.
Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah
orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan
pinjaman.

3. Bank adalah badan usaha yang meaghimpun dana dari masyarakat dalam
betuk simpanan dan menyaluskannya kepada masyarakas dalam bentuk kredit
dan atait bentuk-benmk lainnya dalam rangie meningharkan sersaf hidup rakyat
baayak.

4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 teneng Pertindungan Konsumen atau
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disingkat dengan UUPK, yang
berdaya guna dalam rangka mcudesknpsilean perlindungan konsumen secara
utuli (ofochtoon) dengan berbagai instnmmennya, sewa dalam rangle
meturuskap persepsi yang keliru dan pelaku usaha usaha yang beianggapan
behwa Undang-Undang Pcrlindungan Konsumen adalah sebagai upaya
meoghambat perkembangan dunia usaha, padehal dengan lahimya Undang-
Undang ini diharaplan akan semakin bertambahnya terobosan-terobosan baiu
melalui pengadilan untuk menyuatakan rasa keadilan masyarakat konsumen.*

Dengan uraian tersehut maka dapat dikatakan babhwa pembahasan di dalam
slripsi ini adalah tentang begaimana sebenamya perimdungan hukum terhadap
nasabah bank.
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